Kedaulatan Populer di Tengah Doktrin
Kedaulatan Negara, Yurisdiksi
Domestik, dan Intervensi

Abstract

A, PATRA M. ZEN

Under the theme of state's sovereignty, this article puts intervention as its main framework, from
the usc of traditional threals, i.e. the threat of physical power and state’s illegal actions, to the
indirect thrents which are contained by international trade’s unfair conduct. Using international
low perspective as its background, this article describes the "death” of absolute sovereignty as a
concept. Nowndays, the concepls of sovercignty are dominated by interventions and the new
growing concept of popular sovereignty. In line with this tendency, the doctrine of domestic
jurisdiction must also face a real challenge from the borderless universal jurisdiction. The Inst point
of this article is marked by a statement that questions Indonesia’s sovereignty as a state.

PENGANTAR

Tema kedaulatan negara tidak pernah ha-
bis dibahas mulai dari lingkungan akade-
mik sampai dengan lingkungan yang lebih
kecil. Kedaulatan seringkali diartikan seba-
gai berdaulat dengan kekuatan (force and
power). Demikian juga ancaman terhadap
kedaulatan negara, yang sering disamakan
dengan ancaman penggunaan kekuatan
dan fisik. Serangan pasukan bersenjata atau
tindak kriminal yang dilakukan sebuah ne-
gara atau secara aliansi ke negara lainnya,
dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan.
Misalnya, pemaknaan pengertian ancaman
terhadap kedaulatan dalam Buku Putih De-
partemen Pertahanan (Dephan) sebagian
besar didominasi kerangka dasar pemikir-
an konstelasi geografis Indonesia, sehingga
bentuk potensi ancaman diperkirakan ma-
sih bersifat ancaman-ancaman fisik dan ke-
jahatan ilegal.!
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Dalam perkembangannya, definisi ancam-
an terhadap ‘kedaulatan’ menjadi lebih lu-
as dari sekadar serangan pasukan atau pun
tindakan kejahatan ilegal. Perdagangan
global yang tidak adil dinilai telah juga
menjadi ancaman ‘kedaulatan’. Dalam ling-
kup perdagangan global, konsep kedaulat-
an negara berulangkali mendapat gempur-
an serta pembatasan hukum perdagangan
internasional. Dengan kata lain, sebuah ne-
gara tidak lagi dapat secara berdaulat me-
nentukan aturan dan praktik-praktik per-
dagangan berdasarkan kemauannya sendi-
ri. Tetapi orang akan lebih cepat meng-
ambil upaya aktif jika terjadi serangan fisik,
ketimbang serangan yang tidak kasatmata
atas ‘kedaulatan negara’. Contoh yang cu-
kup signifikan adalah pada kasus berlayar-
nya kapal induk Destroyer dan Frigate US
Navy dari Singapura lewal selat Karimata
melewat pulau Bawean serta kasus manu-
ver pesawat F-18 milik Amerika Serikat
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(AS) di atas pulau Bawean beberapa waktu
lalu. Pembicaraan topik ini menjadi lebih
hangat ketimbang penjualan sumber-sum-
ber daya alam, jika dikaitkan dengan isu
'state-sovercignby’.

Baik ancaman fisik ataupun nonfisik, ke-
duanya sama pentingnya. Bayangkan sebu-
ah “kekuatan asing” menyerang sumber-
sumber tambang emas, mengeksplorasi
dan membawa batangan-batangan emas di
Indonesia ke negara asalnya; hal ini sama
dengan bila sebuah “kekuatan asing” da-
tang, mengeksplorasi, dan membawa pergi
batangan emas di Indonesia. Bedanya,
yang satu menggunakan kekuatan represif
dan senjata, yang satu lagi menggunakan
kontrak-kontrak dan aturan hukum per-
dagangan. Dalam literatur, doktrin popular
sovereignty secara tegas melihat problem in-
tervensi tak kelihatan ini sebagai sebuah
ancaman!

Kedua bentuk intervensi tersebut memang
memiliki perbedaan. Pada serangan fisik,
akst yang dilakukan pihak asing sifatnya
memaksa (paksaan}). Dari pandangan ini,
maka ‘kesalahan’ ada pada pihak asing.
Namun, pada intervensi ‘nonfisik’, ‘kesa-
lahan’ terletak di tingkat domestik (nasio-
nal) karena secara ‘sukarela’ menundukkan
diri pada perjanjian yang dibuat.

Tulisan singkat ini disusun untuk menca-
pai dua tujuan utama. Pertema, mendes-
kripsikan dan menganalisis perkembangan
makna kedaulatan negara dalam konteks
hukum internasional. Kedus, menganalisis
prosedur dan mekanisme hukum inter-
nasional yang digunakan untuk menunjang
konsep kedaulatan negara, dan sebaliknya
dipakai untuk merespon klaim yurisdiksi
domestik (domestic jurisdiction) dan absolute
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sovereignty. Ketiga, mengulas konsep populnr
sovereignty serta kedaulatan permanen atas
sumber daya alam sebagai bentuk lain kon-
sep kedaulatan. Dalam bagian ini, juga
akan dianalisis situasi dan kondisi
Indonesia sekarang, berkaitan dengan per-
kembangan hukum positif (itss constitutum),
yang secara inheren mengandung ancaman
atas kedaulatan populer, terutama kedau-
latan atas sumber daya alam (SDA).

BERAKHIRNYA KEDAULATAN NEGA-
RA ABSOLUT, STATIS PAN TRADI-
SIONAL?

Definisi kedaulatan negara antara lain da-
pat dilihat dari rumusan International
Commission on Intervention and State
Sovereignty (ICISS), sebagai berikut:

. .denotes the competence, independence,
and legal equality of states. The concept is
normally used to encompass all matters in
which stake is permitted by international
law to decide and act withont intrusions
Sfrom other sovereign sfafes. These matters
include the choice of political, econonric,
soctal, and cultural systems and He
Sformulation of foreign policy..."?

Selanjutnya, ICISS berpandangan, ruang
lingkup “freedom of choice’ yang dimiliki ne-
gara tidak tak terbatas, di mana kebebasan
ini ‘dibatasi’ oleh perkembangan hukum
internasional termasuk perjanjian secara
sukarela {agreement made voluntarily) dan
hubungan internasional ?

Jika melihat rumusan ICISS di atas, kedau-
latan negara mengandaikan sebuah situasi
dan kondisi di mana setiap negara ‘sama’
(equal). Selanjutnya, kedaulatan negara di-
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atur oleh hukum internasional. Dari ru-
musan ini boleh jadi muncul kritik.
Pertama, realitasnya, persamaan (equality)
sempurna belum terjadi: ada negara kaya
dan miskin, negara maju dan terbelakang,
negara kuat dan lemah, dan seterusnya.
Kedua, hukum internasional —seperti juga
hukum domestik—disusun oleh otoritas
yang mempunyai kekuasaan untuk mene-
tapkan sebuah hukum—baik sifatnya per-
undang-undangan maupun kebijakan. Da-
lam hukum intenasional, tentu saja produk
hukum tidak lepas dari pengaruh dan
intervensi negara kuat. Ketiga, pada skala
tertentu, pada dasarnya tidak ada negara
yang mengikatkan diri kepada sebuah
perjanjian (agrcement) secara sukarela.
Perjanjian ini tidak lepas dari faktor-faktor
di luar hukum, seperti ekonomi, sosial serta
politik.

Problem dari doktrin kedaulatan negara—
baik lewat perspektif hukum maupun mo-
ral internasional—seringkali bergesekan
dengan doktrin intervensi? Ketegangan
yang sifatnya paradoksal ini dalam hu-
bungan antamegara ditentukan lewat pro-
sedur dan kekuatan politik. Dalam konteks
politik inilah, muncul isu negara kuat ver-
sus negara yang lemah: negara kuat meng-
intervensi negara lemah, sebaliknya negara
lemah seringkali sudah berada di ambang
kehancuran sebelum diintervensi negara
yang kuat. Praktiknya, tidak jarang doktrin
kedaulatan negara melakukan intervensi
dari pihak luar, sebaliknya intervensi selalu
diperkuat dengan teori dan preseden yang
menolak ajaran kedaulatan negara dan yu-
risdiksi domestik. Bahkan, Boutros Bout-
ros-Ghali, mantan Sekretaris Jenderal
{(Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
sempat menyatakan bahwa teori kedaulat-
an mutlak telah usang dan tidak pemah

30

A. Patra M, Zen

relevan dengan kenyataan.?

Dalam konteks hukum, intervensi yang
berbasis humaniter dikembangkan sejak
abad ke-19. Momentum besar atas humani-
tarian intervention dilakukan oleh Inggris,
Perancis dan Rusia pada 1827 untuk meng-
hentikan tindakan Turki yang melakukan
represi dan pembunithan massal (massac-
res) penduduk Yunani. Selanjutnya, pada
1860, Perancis mengintervensi Syria untuk
melindungi Maronite Christians. Tercatat,
kurun waktu 1827-1908, negara Eropa ba-
nyak melakukan intervensi sebagai respons
atas imperium Ottoman.¢ Selain itu banyak
lagi contoh intervensi dalam kategori hu-
manitarian  intervention. Misalnya, kasus
Bosnia-Herzegovina dan Bulgaria (1877-
78}, Kuba (1898), serta Macedonia (1913).7

Sedangkan intervensi berbasis kekuatan
militer atau military intervention—lebih
tepat diistilahkan dengan penggunaan ke-
kuatan militer, banyak dilakukan di masa
Perang Dingin (Cold War), sebagai contch
penggunaan kekuatan militer AS di Viet-
nam untuk mencegah kekuatan komunis;
Uni Soviet di Afghanistan; Afrika Selatan
dan Kuba di Angola; Pasukan PBB di Haiti
pada 1994 dan Timor Leste pada 1999. Con-
toh yang cukup mutakhir tidak lain adalah
penggunaan kekuatan militer multinasio-
nal pimpinan AS yang menjatuhkan rejimn
Saddam Hussein di Irak.

Sanksi internasional, baik ekonomi mau-
pun politik, juga dapat diartikan sebagai
non-military intervenfion. Dalam lingkup ini
termasuk intervensi diplomatik, intervensi
perdagangan dan bisnis komersial, ekspor—l
impor, penerbangan, investasi, senjata dan
seterusnya. Sanksi ekonomi diterapkan pa-
da Portugal karena persoalan Angola dan
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Mozambik, dan pada Afrika Selatan ka-
rena masalah Namibia dan masalah apart-
heid. Dewan Keamanan (DK) PBB juga per-
nah menerapkan embargo larangan pener-
bangan ke Haiti serta embargo senjata dan
minyak terhadap Union for Total Liberat-
ion on Angola. Sedangkan Masyarakat
Ekonomi Negara-negara Afrika Barat per-
nah menerapkan blokade ekonomi terha-
dap Sierra Leone pada 1997. Conltoh lain,
Kelompok Aksi Menteri Persemakmuran
(Commonwenlth Ministerinl Action Group)
pernah menerapkan sanksi ekonomi dan
politik terhadap pemerintahan Nigeria,
Pakistan, dan Fiji. Sementara, sejarah inter-
vensi diplomatik, telah terjadi paling tidak
sejak abad ke-18, di antaranya, Bohemia,
Wina (1744); selanjutnya, di abad ke-19
{Palestina (1839), Holy See, Bologna {1858),
Rumania {1872), dan Rusia (1891)); juga
pada abad ke-20 (Kongo (13908), Maroke
(1909), Armenia (1915}, pasca-Perang Dunia
II, intervensi diplomatik dilakukan di Pa-
kistan {1970-an), Republik Korea, Malawi,
dan Uni Soviet pada periode 1980-an.*

Selanjutnya, tindakan infernational criminal
prosecution, dapat juga dinilai sebagai ben-
tuk intervensi, Pasca-Perang Dunia II, pe-
nyelenggaraan Pengadilan Nuremberg dan
Tokyo atas penjahat perang, Jepang dan
Jerman, dapat disebut sebagai sebuah inter-
vensi. Empat puluh tahun kemudian, atas
dasar kejahatan perang, kejahatan kema-
nusiaan dan HAM didirikan International
Criminal Trbunal for Former Yugoslavia
(ICTY) pada 1993 dan Rwanda (ICTR), di
mana para pejabat di kedua negara ini di-
vonis bersalah dan dihukum. Selanjutnya,
momen penangkapan Jenderal Manuel No-
riega dan Jenderal Pinochet di Inggris men-
jadi preseden bagi hilangnya imunitas ab-
solut bagi pejabat negara. Preseden lain,
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penangkapan Hissene Habre, bekas Presi-
den Chad di Senegal.

Secara singkat, kedaulatan negara statis
dan tradisional ditantang oleh lima tema,
yakni® (1) adanya peningkatan self-deter-
wmination dan keinginan untuk merevisi ba-
tas-batas negara; (2) meluasnya definisi ten-
tang ancaman terhadap perdamaian dan
keamanan internasional {international peace
and security). Sebagai contoh, tindakan
represif dan agresif, atau collapsed states
dipandang sebagai ancaman bagi perda-
maian dan keamanan dunia;'® (3) peng-
ulangan kondisi collapsed dari otoritas nega-
ra, serta; (4) pemberian bobot lebih pada
pentingnya popular sovereignty. Tema lain
kelima adanya peningkatan arus modal
dan perdagangan yang melewati batas-ba-
tas negara. Kelima tema inilah kemudian
yang mengubah fradisi—hukum inter-
nasional—yang bersumber dari Pakta
Westphalia yang dibuat pada 1648, Kon-
vensi Montevideo tentang Hak dan Obli-
gasi Negara yang dikodifikasi pada 1933,
dan juga Piagam PBB, Pasal 2 Ayat (1).

Pasca-Perang Dunia II, gairah membebas-
kan diri dari kekuasaan kolonial benar-be-
nar meningkat. Eksaminasi hak untuk me-
nentukan nasib sendiri (the right to self-
determination) dinyatakan tegas. Kedaulatan
negara kolonial di wilayah jajahan kemudi-
an dihapus lewat deklarasi-deklarasi ke-
merdekaan negara-negara yang dijajah,
yang selanjutnya merubah batas-batas baru
antarnegara.

Perluasan konsep ancaman bagi perdamai-
an dan kearnanan dunia, dalam praktiknya
terjadi di Rhodesia Selatan dan Afrika Sela-
tan. Dewan Keamanan PBB mengambil
langkah intervensi terhadap kedua negara
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ini lewat berbagai bentuk sanksi ekonomi
dan embargo senjata dan minyak. Rejim
represif dan apartheid di kedua negara ini
dianggap mengancam perdamaian dan ke-
amanan dunia. Begitu juga sanksi atas Irak,
dan terakhir penyerangan pasukan multi-
nasional pimpinan AS ke Irak, di antaranya
juga bersandar pada argumen ini. Tercatat,
DK PBB mengambil inisiatif intervensi ke
Bosnia-Herzegovina, Sierra Leone dan Ko-
sovo yang dinilai telah melanggar hukum
internasional, yaitu Konvensi Jenewa dan
protokolnya. Sementara, intervensi yang
mengacu pada argumen humanitarian inter-
vention, sebagai contoh pernah dilakukan
terhadap Somalia. Somalia juga dicatat se-
bagai negara yang diintervensi karena ada-
nya pengulangan kondisi collapsed state.
Contoh lain, dalam lingkup ini, intervensi
terhadap Liberia dan Zimbabwe.

DOKTRIN YURISDIKSI DOMESTIK
VERSUS YURISDIKSI UNIVERSAL

Yurisdiksi secara umum dapat diartikan
sebagai “(bhe power, authority, and compe-
tence of a state to govern persons and property
within ils territory”." Dalam hukum inter-
nasional yursidiksi domestik dijamin, se-
perti dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (7)
Piagam PBB. Namun, dalam Piagam PBB
juga, dinyatakan diperbolehkan melakukan
intervensi, seperti diatur dalam Bab VII
tentang keleluasaan untuk merespon an-
caman-ancaman terhadap perdamaian, pe-
langgaran atas perdamaian dan tindakan-
tindakan agresi. Dengan kalimat yang sa-
ma, yurisdiksi domestik diakui sepanjang
tdak bertentangan dan menjadi ancaman
bagi perdamaian dan keamanan dunia.

Pembatasan yang lain, dilakukan atas ke-
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hendak customary dan treaty obligation da-
lam hubungan dan hukum internasional.
Perjanjian WTO membatasi freedom of choice
sebuah negara, begitu juga perjanjian-per-
janjian internasional —covenant dan convent-
ion—tentang hukum internasional hak asa-
si manusia (HAM) yang melarang sebuah
rejim melakukan kejahatan-kejahatan berat
HAM.

Seperti juga doktrin dan konsep kedaulatan
absolut, doktrin yurisdiksi domestik (do-
mestic jurisdiction) oleh banyak pengamat
dianggap sudah ketinggalan jaman, teruta-
ma jika dihubungkan dengan isu-isu peme-
nuhan HAM. Dalam hal ini, sebuah negara
tidak dapat lagi mengklaim kejahatan ter-
hadap HAM (hanya) sebagai urusan do-
mestik dalam negeri. Dalam disiplin hu-
kum HAM internasional, setidaknya ada
dua penyebab mengapa yurisdiksi domes-
tik Hdak dapat lagi dipertahankan secara
mutlak, yaitu, (1) perkembangan {develop-
ment) mekanisme internasional perlindung-
an HAM, serta; (2} praktik-praktik inter-
vensi yang dilakukan komunitas interna-
sional terhadap rejim atau pemerintahan
yang dinilai telah melakukan kejahatan be-
rat HAM (gross violation of humnn rights).

Dalam praktiknya, seperti dikemukakan
Leon Hurwitz, banyak kasus individu mau-
pun komunitas korban kejahatan HAM me-
rasa norma dan prosedur di tingkat domes-
tik tidak mampu memberikan keadilan ba-
gi mereka.”? Kondisi inilah yang menjelas-
kan, dalam banyak kasus, intervensi pihak
asing menimbulkan keontroversi, di mana
intervensi seringkali didukung penduduk
dalarn negeri. Lembaga supranasional se-
perti PBB kerap kali menjadi alternatif
“otoritas yang lebih hinggi” jika komunitas
domestik merasa saluran dan mekanisme
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pertanggungjawaban aparat negara dan re-
jim dalam negeri macet total.? Sebaliknya,
rejim dan pihak-pihak yang dalam posisi
antiintervensi mendasarkan diri pada Pasal
2 Ayat(7) Piagam PBB yang menyatakan:

“Nothing contained in the present charter
shall authorize the Unifed Nations fo
intervene in matfers which are essentially
within the domestic jurisdiction of any
state or shall require the members fo
submit such matters to settlement under
the present charter...” 1

Pasal tersebut, menurut Kamingga, terin-
spirasi oleh Pasal 15 Ayat (8) Piagam Liga
Bangsa-Bangsa (the League of Nations), yang
juga menyatakan pengakuan terhadap kla-
im yurisdiksi domestik.® Sebagaimana te-
lah disinggung di bagian awal, doktrin ini
dapat dilacak bersumber dari Perjanjian
Westphalia (1648) serta didukung para il-
muwan, seperti Niccolo Machiavelli dalam
bukunya “The Prince” dan Jean Bodin da-
lam buku “The Six Bodies of Comimon
Wenlth”. Kedua intelektual ini mendukung
dan mengembangkan doktrin yurisdiksi
domestik dan teori kedaulatan absolut.!6

PERKEMBANGAN  PERLINDUNGAN
INTERNASIONAL HAM DAN INTER-
VENSI KEMANUSIAAN: ANTITESIS
TERHADAP DOKTRIN YURISDIKS]
DOMESTIK DAN KEDAULATAN NE-
GARA (MEKANISME PBB DAN RE-
GIONAL)

Perjuangan dan gerakan HAM di antara-
nya berbasis pada ajaran bahwa setiap ne-
gara mempunyai kewajiban universal un-
tuk melindungi hak asasi dan kebebasan
fundamental semua warga negara, di mana
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komunitas internasional mempunyai hak
dan tanggung jawab untuk mengawasi dan
mengambil upaya-upaya yang diperlukan
jika sebuah negara melanggar kewajiban
pokok ini."” Karenanya, diperlukan sebuah
organisasi internasional yang diberi man-
dat untuk mengawasi kebijakan dan peri-
laku negara. Dalam konteks ini PBB dan
lembaga regional yang ada, sebagai lemba-
ga supranasional, mempunyai peran pen-
ting untuk mempromosikan dan memberi-
kan perlindungan HAM.

Pasal 2 Ayat (7} yang menjadi dasar argu-
men yurisdiksi domestik dan kedaulatan
absolut dievalusi lewat pemikiran-pemikir-
an yang berkembang. Sebuah publikasi
PBB dengan tegas menyatakan:

"This provision has not been viewed as an
insurmountable obstacle to the considerat-
ion of human rights nuestion by the com-
petent United Nation Bodies, which have
usually proceeded on the assumption that
any serious violation of human rights
which arouses international concern is not
essentiglly within the domestic jurisdict-
ion of any stafe.”18

Selanjutnya, Francis T.P. Plimpton, seorang
pakar hukum internasional, menjelaskan
bahwa Bab VII Piagam PBB merupakan ba-
sis yang kuat untuk memberikan penge-
cualian yurisdiksi domestik.”” Dengan da-
sar bab ini juga, secara perlahan PBB mela-
kukan intervensi terhadap sebuah negara.
Badan-badan PBB diberikan mandat untuk
melakukan pemantauan terhadap obligasi
negara untuk melindungi HAM.2® Pasal 1
Ayat (3), Pasal 55 dan 56 Piagam PBB mem-
berikan mandat yang sama kepada komu-
nitas internasional. Selanjutnya pada 1948
pengadopsian Deklarasi Universal HAM
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{(Universal Declaration of Human Rights) telah
memperkuat mandat perlindungan HAM
yang diperankan PBB dan komunitas inter-
nasional?' Pada 1993, pentingnya perlin-
dungan HAM di seluruh dunia kembali
diulangi dalam pernyataan yang dibuat di
UN World Conference on Human Rights yang
dihadiri delegasi dan perwakilan 171 nega-
ra-negara bangsa di dunia.

Mekanisme perlindungan HAM di bawah
PBB, secara singkat dapat dikelompokkan
menjadi dua prosedur: mekanisme treaty-
based dan non-treaty based. Selain PBB, me-
kanisme serupa juga dikembangkan di
tingkat regional, Inter American Commission
on Humman Rights; tiga badan di bawah
European Convention on Human Rights, dan;
African Connnission on Human Rights. > Seba-
gai tambahan, dalam lapangan HAM, ter-
dapat preseden dan pengalaman pengadil-
an kriminal internasional® dan pengadop-
sian Staluta Roma tentang International
Criminal Court (1CC).# Seluruh aturan dan
mekanisme ini telah menyebabkan prob-
lem kejahatan HAM berat tidak lagi dapat
hanya diklaim sebagai isu domestik dan
persoalan dalam negeri sebuah negara.

INTERVENSI KEMANUSIAAN (HU-
MANITARIAN INTERVENTION)

PBB telah berulangkali melakukan inter-
vensi kemanusiaan di banyak wilayah du-
nia. Sean D. Murpy mendefinisikan inter-
vensi ind sebagai: “...threaf or use of force by a
state, group of states, or international organi-
zations primarily for the purpose of protection
the nationals of the target state from widespread
deprivations of internationally recognized hu-

man rights” % Sementara, Louis Henkin me-
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nyatakan intervensi kemanusiaan sebagai:

“intervention by states, singly or collect-
ively, through economic sanctions or by
use of military force, in response to gross
violation of Imuman rights. Some have
extended “humanitarian intervention” to
include intervention to maintain, restore,
or achieve representative demiocracy. Re-
cently the term—and the concept—have
also been applied to intervention to main-
tain order when govern-ment has broken
down and anarcly threatens, or to bring
food and other humanitarian assistance
where no government exist to invite, or
even where an incumbent government r-
efuses or resists, such assistance.” ¥

Intervensi tersebut oleh para pendukung-
nya, dipertimbangkan sebagai tindakan
yang legally legitimated, secara moral dapat
diterima serta tindakannya dapat dibenar- -
kan, dengan tujuan preservasi bukan secara
khusus dilakukan sebagai perlindungan
HAM. Tindakan ini dipercaya akan mem-
batasi jatuhnya korban dan meluasnya ke-
jahatan berat HAM. Komite Palang Merah
dan Medicines sans Frontieres (Doctors With-
ont Frontiers} menyatakan praktik interven-
si humaniter telah merobohkan ide yuris-
diksi domestik yang eksklusif, untuk tu-
juan kemanusiaan dan perlindungan HAM
di mana pun.

Seperti juga yurisdiksi domestik, doktrin
intervensi humaniter memiliki para intelek-
tualnya sendir, seperti Hugo Grolius
(1583-1645), Emmerich de Vatell (1714
1767) dan para advokat internasional. Ar-
gumen pokok pendukung frumanitarian in-
fervention yakni upaya dan legitimasi peng-
gunaan kekuatan oleh sebuah atau bebera-
pa negara bertujuan untuk menghentikan
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tindakan keji yang sistematis dan dengan
skala luas untuk menarik perhatian komu-
nitas negara dan bangsa.?®

Dalam perkembangannya, di akhir abad
ke-20, otoritas memutuskan intervensi ter-
sebut (hanya) ditentukan DK PBB pada
tingkat organisasi supranasional. Penyim-
pangan terjadi dalam kasus intervensi Irak,
di mana lebih ditentukan oleh (keinginan)
AS dengan mengabaikan otoritas DK. Sejak
1948, tercatat tidak kurang 54 kali dilaku-
kan operasi penjaga perdamaian PBB (UN
Peacekeeping Operations), di mana 51 di
antaranya karena inisiatif DK.

KEDAULATAN POPULER DAN KE-
DAULATAN PERMANEN ATAS SUM-
BER DAYA ALAM

Selain kedaulatan negara (state sovereignty),
terdapat bentuk lain, yaitu popular sove-
reignfy. Konsep ini dipopulerkan di antara-
nya oleh Kofi Annan, Selkjen PBBR dan Fran-
cis M. Deng, Perwakilan Sekjen PBB untuk
internally displaced persons (IDPs). Menurut
Anman, konsep sovereigniy mempunyai dua
orientasi: negara dan rakyat. Annan me-
nyatakan: “(s)fate are now widely understood
fo be inskrument at the service of their peoples,
and nof vice versn”?® Selanjutnya Annan ju-
ga menyatakan: “(w)hen we read the Charter
today, we are more than ever conscious that its
it is lo protect individual human beings, not
to protect those who abuse them "

Sementara Deng, merumuskan doktrin “so-
vereignty as responsibility”, yang menghen-
daki bahwa pada saat negara tidak dapat
menyediakan perlindungan bagi kehidup-
an dan fasilitas warga negaranya, negara
ini dapat meminta dan menerima bantuan
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dari tuar. Dalam konteks ind sovereignfy t-
dak absolule melainkan bersifat contingent.
Saat sebuah pemerintahan secara massif
melanggar hak-hak fundamental warga ne-
garanya, kedaulatan, dengan sementara
(temporarily) dapat ditiadakan.®

Bentuk kedaulatan yang lain adalah kedau-
latan permanen atas sumber-sumber daya
alam. Istilah ini setidaknya muncul pada
dekade ‘50-an. Resolusi tentang hal ini di-
adopsi Majelis Umum PBB pada 12 Januari
1952 dengan Resolusi 532 (VI), selanjutnya
diulangi pada 21 Desember 1952 dengan
Resolusi 626 (VIH). Pada 12 Desember 1958,
dengan Resolusi 1314 (XIII) dibentuk
Komisi Kedaulatan Permanen atas Sumber
Daya Alam (Commission on Permanent So-
vereignty over Natural Resources). Kemu-
dian, pada Resolusi ISIS (XV) 15 Desember
1960 dinyatakan: “the sovereign right of every
State to dispose its wealth and its natural
resources should be respecled”. Pada dasar-
nya, resolusi-resolusi ini diadopsi pntuk
menunjukkan sernangat pembebasan dari
aturan-aturan kolonial atas negara-negara
jajahan serta semangat untuk memicu kebe-
basan ekonomi (econontic independence)

Resolusi Majelis Umum PBB 1803 (XVII), 14
Desember 1962 tentang “"Permanent Sove-
reignty over Natural Resources” penting un-
tuk diingat dalam situasi sekarang. Reso-
lusi ini berisi delapan pasal yang pada po-
koknya menyatakan hal-hal sebagai beri-
kut:

Pertama, hak penduduk dan bangsa atas ke-
daulatan permanen digunakan untuk ke-
pentingan pembangunan nasional dan ke-
makmuran warga negara di tingkat domes-
tik. Karenanya pengelolaan sumber daya
alam (SDA), diserahkan sepenuhnya kepa-
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da kepentingan rakyat dan bangsa yang
bersangkutan.

Kedua, kebebasaan dan manfaat yang di-
timbulkan oleh kedaulatan permanen atas
SDA dilaksanakan atas dasar persamaan
kedaulatan negara.

Ketiga, pelanggaran atas hak setiap bangsa
untuk berdaulat atas SDA-nya merupakan
pelanggaran atas semangat dan prinsip-
prinsip dasar Piagam PBB, dan merupakan
ancaman bagi kerjasama pembangunan in-
temasional dan perdamaian. Dalam kon-
teks ini semua standar dan norma perda-
gangan internasional antara sesama negara
yang berdaulat (sovereign states) wajib disu-
sun dengan niat baik (good faith) dan or-
ganisasi internasional diwajibkan untuk
menghormati hak setiap bangsa dan rakyat
atas SDA-nya.

Pembobotan lebih tinggi dilakukan PBB pa-
da 1986 dengan diadopsinya Deklarasi ten-
tang Hak atas Pembangunan (Declaration on
the Right to Development) oleh Majelis
Umum, pada 4 Desemnber 1986. Pasal 1 ayat
(2), deklarasi ini menyatakan:

“The human right to development also
implies the full realization of the right of
peoples to self-determination, which in-
cludes, subject fo the relevant provisions
of both Internntionni Covenants on Hu-
man Rights, the exercise of their in-
aliennble right to full sovereignty over all
their natural wealth and resources.”®

Selanjutnya, Pasal 3 Ayat (3) menegaskan
prinsip-prinsip hubungan antarnegara da-
lam isu SDA, sebagat berikut:
“States have the duty to cooperate with
each other in ensuring development and
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eliminating obstacles to development.
States should realize their rights and fulfil
their duties in such @ manner as fo pro-
mofe a new international economic order
based on sovereign equality, interdepen-
dence, mutual inferest and cooperation
among all States, as well as fo encourage
the observance and realization of human
rights.”"*

Pokok-pokok pikiran tersebut relevan un-
tuk diperbandingkan di masa sekarang. Su-
lit dipungkiri bahwa perdagangan interna-
sional telah membawa perubahan dan
manfaat serta bisa dibilang kemajuan pro-
sedur di bidang ekonomi dunia. Namun,
perdagangan internasional juga memun-
culkan masalah serangan arus modal lem-
baga keuangan dan korporasi internasional
sangat deras di negara-negara berkembang,
tak terkecuali Indonesia. Baru-baru ini, se-
buah peneliian mendorong wacana ten-
tang produk perundang-undangan yang
disusun di Indonesia. Hasil penelitian
memperlihatkan bahwa produk perun-
dang-undangan terbukh tidak lepas dari
pengaruh dan dominasi lembaga keuangan
internasional (international finance institut-
ions—IFls), seperti Dana Moneter Interna-
sional (International Moneltery Fund-IMF),
bahkan kabinet presiden pun disesuaikan
dengan lelter of intent pemerintah dengan
IFIs.35

Di tingkat praktik arus modal TNCs/MNCs
{transnational/muitinational corporations) dan
IFIs telah mengoyak “kedaulatan rakyat
atas SDA”. Peraturan yang sifalnya perun-
dang-undangan maupun kebijakan dite-
tapkan tidak lepas dari dominasi kekuatan
internasional, terutama paling jelas terlihat
pada berbagai bentuk peraturan hukum di
bidang ekonomi. Sebagai contoh, Undang-
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undang (UU) tentang Perbankan; Bank In-
donesia; UU tentang Anti-Persaingan Usa-
ha Tidak Sehat; Kepailitan; Pengadilan Nia-
g2, Investasi, Pajak, BUMN, Privatisasi,
Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, Sumber
Daya Air, dan seterusnya.® Dalam konteks
ini perlu dinyatakan, walaupun kerja sama
IMF tdak diperpanjang pemerintah, na-
mun kerangka dan prosedur yang dita-
nam —seperti dalam peraturan perundang-
undangan—masih dirasakan hingga wak-
tu-waktn ke depan. Sama halnya seperti
kolanial Belanda yang tidak lagi secara fi-
sik di Indonesia, namun beginsel hukumnya
masih digunakan sampai sekarang oleh ne-
gara Indonesia.

Sekarang, praktik-praktik liberalisasi eko-
nomi dan keuangan dijalankan oleh peme-
rintah Indonesia, demikian juga praktik-
praktik privatisasi, termasuk bidang kese-
hatan dan pendidikan, yang pada dasarmya
telah menjadi ancaman bagi ‘popular sove-
reignfy’. Hak ulayat, hak komunitas dan
hak-hak kolektif atas SDA banyak dilang-
gar atas nama penanaman modal dan pasar
bebas. Tidak hanya terjadi di Indonesia,
tetapi terjadi secara dominan di antara ne-
gara-negara berkembang saat ini. Praktik
semacam ini oleh banyak komentator,
dinilai menghasilkan kesenjangan antara
negara maju (developed countries) dengan
negara berkembang (developing countries).
Kondisi yang sama, memunculkan sebuah
gerakan baru: memperjuangkan keadilan
global.

Perjuangan global tidak jauh dari ide yang
dimuat dalam Pasal 3 Ayat (3} Deklarasi
tentang Hak atas Pembangunan, yakni
menjalankan hubungan internasional de-
ngan berdasarkan prinsip-prinsip “sove-
reignty, equality, inferdependece, mutual inte-
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rest and cooperation”. Gerakan ini selain
mendorong aparatus dan pelaku negara
(sfate actors), tetapi juga pelaku nonnegara
(non-state actors) menciptakan keadilan bagi
semua. Gerakan ini juga mendorong imple-
mentasi konsep ‘people sovereignty’ lintas
batas yang berhak atas kebebasan (civif Ii-
berties) dan keadilan sosial (socinl justice),
yang berbasis pada nilai nondominasi (ron-
domination).

PENUTUP

Doktrin kedaulatan negara dan yurisdiksi
domestik bisa jadi mengalami level surut,
era pasang absolutisme dari teori-teori pen-
dukungnya telah berakhir. Fakta-fakta, per-
kembangan hukum dan preseden inter-
vensi sejak mulai abad ke-19 turut me-
numbangkan rejim kedaulatan negara ab-
solut.

Melihat contoh-contoh yang telah disebut-
kan, tidak berlebihan jika ada pendapat
bahwa intervensi dapat dilakukan berdasar
dominasi yang kuat atas yang lemah. Da-
lam beberapa kasus dominasi yang kuat
seakan-akan mengalami kegagalan seperti
kasus AS di Vietnam dan Uni Soviet di
Afghanistan, dan juga adanya keterlibatan
yang kuat AS di Afghanistan dan Uni
Soviet di Vietnam.

Saat ini, legalitas sebuah intervensi sering-
kali mengacu pada apakah intervensi yang
dilakukan sesuai dengan standar dan nor-
ma yang dibuat badan supranasional PBB.
Namun, lembaga ini tidak lepas dari kele-
mahan. Intervensi yang dilakukan, baik
military maupun hon-military intervention,
tidak bebas dari kritikan banyak pihak,
Kritik pokok dari intervensi seringkali ber-
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sumber dari keputusan yang diambil DK
PBB yang hanya berdasarkan privilese lima
negara besar yang mempunyai hak veto.
Bahkan pada kasus tertentu, anggota DK
sendiri mengambil langkah intervensi tan-
pa prosedur yang ada. Karena kekuasaan
yang besar, pemerintah AS memimpin
delegasi penyerangan Irak.

Baik intervensi militer dan nonmiliter da-
lam kasus-kasus tertentu telah mengaki-
batkan penderitaan rakyat sipil. Embargo
ekonomi di sebuah negara terbuki juga
mempunyai dampak negatif terhadap pe-
menuhan hak asasi penduduk di negara
yang terkena sanksi, apalagi sebuah penye-
rangan militer. Begitu juga, bentuk-bentuk
Inananitarian  intervention pun mendapat
kritik. Bentuk intervensi ini seringkali dike-
cam karena “(1)sially a pretext for intervent-
ion motivated by strafegic, economic, or
political interest” 27

Dalam konteks intervensi, konsep popular
sovereignty menjadi penting untuk diteliti
dan dipopulerkan. Dengan memakai dok-
trin inilah, kita tHidak akan lupa bahwa in-
tervensi lembaga-lembaga keuangan inter-
nasional seperti World Trade Organization
(WTQ), Bank Dunia {(World Bank), IMF,
Consultative Group on Indonesia (CGI), dan
seterusnya, merupakan bentuk lain ancam-
an terhadap kedaulatan negara, terlebih
kedaulatan populer. Di tingkat domestik,
hanya rakyat yang mampu melahirkan re-
jim demokratik lah yang dapat menjaga ke-

daulatan bangsa dan negara.

Sampai batas ini, tulisan diakhiri dengan
pertanyaan: Apakah kita adalah negara dan
bangsa yang berdaulat? Ada baiknya para
intelektual dan pengambil kebijakan di ne-
geri ini merumuskan lagi serta membuka
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katup diskursus tentang definisi ancaman
bagi 200 juta lebih penduduk Indonesia
dari ujung Barat hingga ujung Timur ke-
pulauan.
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